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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO 
 

 
NOMOR  07  TAHUN 2011 

 

 

TENTANG 

PAJAK AIR TANAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WAJO, 

Menimbang : a. bahwa air tanah merupakan potensi Daerah yang bernilai ekonomis, dapat 
dimanfaatkan oleh manusia, sehingga perlu diatur penggunannya oleh 
Pemerintah Daerah; 

 b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan 
kemandirian daerah, perlu dilakukan pengaturan tentang Pajak Air Tanah;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, 
perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah. 

   
Mengingat : 1.  1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan             

Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262); sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 

3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian 
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638); 

4. Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan 
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 



 2

5. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 

7. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

8. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  

10. Undang-undang  Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

12. Undang - undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah                                                
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

13. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3866); 

15. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan 
Bentuk Produk Hukum Daerah;  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur 
Penyusunan Produk Hukum Daerah;  

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran 
Daerah dan Berita Daerah;  

19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman 
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara 
Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Daerah Kabupaten Wajo; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo. 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO 
 

dan 
 

BUPATI WAJO 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH  TENTANG PAJAK AIR TANAH. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud : 

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah; 
3. Bupati adalah Bupati Wajo; 
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wajo; 
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo; 
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6. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Wajo; 

7. Pajak Air tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; 
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah            

permukaan tanah; 
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang 

digunakan oleh wajib pajak yang berisi besarnya jumlah air bawah tanah dan air permukaan 
yang diambil wajib pajak dalam suatu masa pajak; 

10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan 
oleh wajib pajak untuk melakukan atau penyetoran pajak yang terutang di kas daerah atau ke 
tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati; 

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang 
menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang; 

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah 
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak 
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang 
harus dibayar; 

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat 
SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang 
ditetapkan; 

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah 
surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang terutang atau 
tidak seharusnya terutang; 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat 
keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit 
pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; 

16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang kemudian disingkat STPD adalah surat untuk melakukan 
tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 

 
 

BAB II 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK 

Pasal  2 

(1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air 

tanah 

(2) Obyek Pajak Air tanah adalah pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah. 
 

 

Pasal  3 

Dikecualikan dari obyek Pajak Air Tanah adalah : 
a. Pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, 

pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; 
b. Pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
 



 5

Pasal 4 
 

(1) Subyek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan / 
atau pemanfaatan air  tanah. 

 
(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan / 

atau pemanfaatan air tanah. 
 

 

 

BAB III 

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 

Pasal  5 

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah. 
 

(2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana di maksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang 

dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut : 
 

a. Jenis Sumber Air; 

b. Lokasi Sumber Air; 

c. Tujuan pengambilan dan / atau pemanfaatan air; 

d. Volume Air yang Diambil dan / atau dimanfaatkan; 

e. Kualitas Air; 

f. Tingkat Kerusakan Lingkungan yang Diakibatkan oleh Pengambilan dan / atau 
Pemanfaatan Air. 

(3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi 
daerah.  

 
(4) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan Peraturan   

Bupati. 
 
 

Pasal  6 

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). 
 
 
 
 
 
 
 
 


